
 
Pasca PSU di Boven Digoel, MK Dengar Jawaban Termohon 

 
Jakarta, 16 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Boven Digoel pada Rabu (18/08) pukul 13.30 WIB. Persidangan 

yang digelar secara daring ini beragendakan Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak 

Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti. Sidang dengan Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 

diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri.  

Pasca pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon, Pemohon keberatan 

dengan hasil perhitungan suara tersebut karena terdapat kecurangan dan pelanggaran. Berdasarkan 

hal tersebut Pemohon meminta MK membatalkan keputusan Termohon. Kuasa hukum Pemohon 

Baharudin Farawoman menilai perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 

Hengky Yaluwo dan Lexi Romel Wagiu tidak sah. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak 

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel khususnya Distrik Jair sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pada sidang putusan sebelumnya, MK Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas 

nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Boven 

Digoel Nomor 19/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Boven 

Digoel Nomor 34/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak 

Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven 

Digoel Tahun 2020 bertanggal 11 Desember 2020. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada KPU 

Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang 

Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak putusan ini 

diucapkan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. (tir) 
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